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ABSTAK 

Kevin Herma Nadia, 2022, NPM, 21801091133, Program Studi Administrasi 

Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi 

Kebijakan Program Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan – Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan  Online Rakyat (SIAP-LAPOR) Sebagai Wujud Open Government 

Policy Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Dosen 

Pembimbing I  Dr. Afiffudin,S.Ag., M.Si, Dosen Pembimbing II Langgeng 

Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP 

 Peneitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan pelaksanaan 

implementasi kebijakan program SIAP-LAPOR sebagai wujud open government 

policy pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Adapun 

tujuan dari penelitian ini ialah yaitu : pertama, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui, mendeskripsikan dann menganalisis bagaimana implementasi 

kebijakan program SIAP-LAPOR sebagai wujud open government policy pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro. Kedua, penelitian ini 

bertujuan mengetahui, mendeskripsikan dann menganalisis faktor pendukung dan 

penghambat implementasi kebijakan program SIAP-LAPOR sebagai wujud open 

government policy pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan jenis 

penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan ialah observasi, wawancara, dann dokumentasi yang 

dikembangkan dari pewawancara terhadap informan. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi implementasi kebijakan 

program SIAP-LAPOR wujud open government policy pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bojonegoro telah terpenuhi secara baik yang dikaji melalui 

teori Van Mater dan Van Horn dalam (Subarsono,2005:95) yang diukur melalui 

beberapa indikator yaitu standar kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, 

sumber daya, karakteristik, komunikasi antar pelaksana, disposisi, serta kondisi 

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dari keberhasilan implementasi tersebut 

terdapat faktor pendukung yaitu komitmen instansi dalam menindak lanjuti aduan, 

dan partisipasi masyarakat. adapun faktor penghambat yang mempengaruhi 

implementasi kebijakan SIAP-LAPOR ialah error pada aplikasi, culture change, 

serta sosialisasi yang belum maksimal. 

Kata Kunci : Implementasi Kebijkan, SIAP-LAPOR, Faktor Pendukung, Faktor 

Penghambat
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SUMMARY 

Kevin Herma Nadia, 2022, NPM, 21801091133, State Administration Study 

Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Policy 

Implementation of the Complaint Aspirations Integration System Program – 

People's Online Aspiration and Complaints Service (SIAP-LAPOR) as a Form of 

Open Government Policy at the Communications and Informatics Service 

Bojonegoro Regency, Advisor I Dr. Afiffudin, S.Ag., M.Si, Advisor II Langgeng 

Rachmatullah Putra, S.AP., M.AP 

 This research is a study that describes the implementation of the SIAP-

LAPOR program policy as a form of open government policy at the Department of 

Communication and Information, Bojonegoro Regency. The objectives of this 

research are: first, this study aims to determine, describe and analyze how the 

implementation of the SIAP-LAPOR program policy as a form of open government 

policy at the Department of Communication and Information Technology of 

Bojonegoro Regency. Second, this study aims to identify, describe and analyze the 

supporting and inhibiting factors for the implementation of the SIAP-LAPOR 

program policy as a form of open government policy at the Department of 

Communications and Information Technology of Bojonegoro Regency. 

 The method used in this research is to use a qualitative research type with 

a descriptive type of research. Data collection techniques used are observation, 

interviews, and documentation developed from the interviewer to the informant. 

 The results of this study indicate that in terms of policy implementation of 

the SIAP-LAPOR program, the form of open government policy at the Department 

of Communication and Information Technology of Bojonegoro Regency has been 

well fulfilled which is studied through the theory of Van Mater and Van Horn in 

(Subarsono, 2005: 95) which is measured through several indicators. namely policy 

standards or policy measures and objectives, resources, characteristics, 

communication between implementers, disposition, and conditions of the social, 

economic, and political environment. From the success of the implementation, there 

are supporting factors, namely the agency's commitment to follow up on 

complaints, and community participation. the inhibiting factors that affect the 

implementation of the SIAP-LAPOR policy are errors in the application, culture 

change, and socialization that has not been maximized. 

Keywords: Policy Implementation, SIAP-LAPOR, Supporting Factors, Inhibiting 

Factors 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang  

 Implementasi merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam sebuah 

proses kebijakan dan merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar dapat 

mencapai tujuan yang telah di tentukan dengan sarana dan prasarana tertentu dalam 

kurun waktu tertentu (Selviana, 2020). Pada umumnya implementasi ialah upaya 

pencapaian dari tujuan – tujuan yang telah direncanakan sebelumnya melalui suatu 

program – program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakannya Sari, (2018). 

Kebijakan maupun program – program yang dimiliki oleh sebuah instansi 

pemerintah haruslah terealisasi dengan baik sehingga dapat tersampaikan dan dapat 

diketahui oleh masyarakat (Wulandari, 2018). Sehingga implementasi merupakan 

suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi pencapaian tujuan 

yang telah direncanakan dan direalisasikan dengan beberapa program – program 

yang ada. (Sudrajat, 2011 ). Maka, pemerintah harus menyusun strategi agar tujuan 

tersebut dapat tercapai, seperti halnya strategi pemerintah dalam mengembangkan 

pelayanan publik yang dituangkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 36 ayat 1 tentang pengelolaan pengaduan yang mana 

disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan 

menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.  Dengan 

adanya pengelolaan pengaduan maka pemerintah menunjukkan kepeduliannya 

untuk lebih meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perbaikan pelayanan 

publik. 
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 Perbaikan pelayanan publik ini selaras dengan Undang – Undang Nomor 25 

Tahun 29 Pasal 1 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa : 

“pelayanan publik ialah suatu kegiatan atau rangkaian dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik”. 

 

 Pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah 

sebagai wujud penyelenggara negara kepada masyarakatnya untuk meningkatkan 

taraf kesejahteraan masyarakat (Juniarso & Sudrajat, 2009). Pelayanan publik 

menjadi isu kebijakan yang semakin strategis serta merupakan isu hangat yang 

selalu menjadi bahan pembicaraan, dikarenakan pelayanan publik di Indonesia 

cenderung berjalan di tempat, seperti halnya dalam penanganan pengaduan 

masyarakat (Mahsyar, 2011).  

 Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Lembaga Ketahanan Nasional 

Republik Indonesia, (2021) yang mana pengelolaan pengaduan pelayanan publik di 

setiap organisasi penyelenggara di Indonesia yang belum terkelola secara efektif 

dan terintegrasi dengan baik bahkan keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik 

secara langsung maupun melalui media massa, seperti prosedur berbelit – belit, 

tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang dikeluarkan, tidak 

adanya transparansi, sikap kurang responsif, dan lain lainnya. Padahal pengaduan 

yang disampaikan masyarakat sendiri merupakan suatu bentuk ketidakpuasan 

masyarakat dalam hal pelayanan publik yang disampaikan baik secara lisan maupun 

tulisan kepada aparatur pemerintahan terkait (Selviana, 2020). Akibat 

permasalahan tersebut, citra buruk pada pengelolaan pelayanan publik masih 

melekat hingga saat ini. Oleh sebab itu pemerintah melakukan pembaharuan 
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pelayanan publik terutama dalam bidang pengaduan melalui pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mencapai perbaikan yang lebih baik (Pratama, 2015).

 Perbaikan melalui penerapan teknologi dalam ranah implementasi 

kebijakan merupakan suatu tuntutan serta kewajiban bagi setiap instansi 

pemerintahan, hal ini selaras dengan Keppres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan 

dan strategi nasional pengembangan e-pemerintahan serta pelayanan publik yang 

berlandaskan pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009. Pembaharuan 

pelayanan melalui pemanfaatan teknologi tersebut pada intinya merupakan sebuah 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik yang efisien, transparan, dan lain sebagainya, sehingga pelayanan publik 

berbasis teknologi pun merupakan suatu yang perlu dilakukan pemerintah (Nur 

Khaerah, 2019). Sehingga hal ini dapat mendorong pemerintah untuk 

merealisasikan keterbukaan pemerintahan yang disebut sebagai open government 

(Yordan, 2014).  

 Dalam mewujudkan pelayanan publik yang open government, pemerintah 

dituntut untuk berkesinambungan dengan perkembangan teknologi agar tidak 

tertinggal. Salah satu upaya pemerintah dalam membaurkan teknologi dan 

informasi dalam pelayanan publik ialah melalui adanya Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat (SP4N-LAPOR!). SP4N-LAPOR! merupakan salah satu wadah untuk 

menampung pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah, 

merupakan respon dari pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat (Yordan, 
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2014). Menurut KEMENPAN Nomor 188 Tahun 2004 tentang penanganan 

Pengaduan Masyarakat yang mana sebagai berikut : 

a. Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk 

partisipasi pengawasan masyarakat yang efektif dalam rangka ikut 

serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme; 

b. Bahwa pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaran, dapat 

dipergunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kapasitas 

Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum 

pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat; 

c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka 

intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat, dipandang perlu 

menerbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

tentang Pedornan Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi 

lnstansi Pemerintah. 

 

 Pengaduan masyarakat adalah bentuk ketidakpuasan masyarakat yang 

disampaikan, baik secara lisan maupun tertulis kepada aparatur pemerintah terkait. 

Berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat 

membangun. Tersedianya ruang untuk menyampaikan aspirasi (voice) dalam 

bentuk pengaduan dan protes terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan publik akan sangat penting peranannya bagi upaya perbaikan kinerja tata 

pemerintahan secara keseluruhan (Dewi, 2017). 

  Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – 

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), SP4N – LAPOR ialah 

layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui 

beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, 

Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan iOS). 

Lembaga pengelola SP4N-LAPOR! adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) yang berperan sebagai 
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Pembina Pelayanan Publik, Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai Pengawas Program 

Prioritas Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai Pengawas 

Pelayanan Publik. LAPOR! telah ditetapkan sebagai Sistem Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 76 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 Road Map Pengembangan Sistem 

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Nasional (www.lapor.go.id). 

 Pembentukan SP4N-LAPOR! ialah untuk merealisasikan kebijakan “no 

wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun 

dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang 

berwenang menanganinya. SP4N – LAPOR telah terhubung dengan 34 

Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintah daerah di Indonesia.  

Gambar 1.1. Sebaran Pengguna SP4N – LAPOR di Indonesia 

 

Sumber : www.lapor.go.id, (2019) 

http://www.lapor.go.id/
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 Dalam gambar tersebut telah dipaparkan bahwa jumlah pelapor per Januari 

2019 adalah sebanyak 801.257 pengguna. Total laporan yang telah masuk sebanyak 

1.389.891. Sumber laporan terbanyak melalui website diikuti oleh SMS, twitter dan 

aplikasi mobile (LAPOR, 2019) 

 Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah 

menerapkan Aplikasi SP4N-LAPOR sebagai wujud keterbukaan pemerintahan 

(open government) dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat 

melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – 

Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Namun, (Dinas 

Komunikasi dan Informatika Bojonegoro, 2017) menjelaskan dalam penerapan 

SP4N – LAPOR di kabupaten Bojonegoro ini berbeda dengan daerah lain, sebab 

Bojonegoro mengintegrasikan aplikasi online lain dengan  SP4N – LAPOR, 

Integrasi ini disebut dengan SIAP – LAPOR (Sistem Integrasi Aplikasi Pengaduan 

– Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Penerapan aplikasi LAPOR 

sendiri dimulai bulan Juni 2014. Mekanisme pelayanan masyarakat dalam 

penggunaan aplikasi SIAP – LAPOR dapat diakses melalui pesan SMS ke (1708), 

portal www.lapor.go.id, via Twitter, WhatsApp, Radio, serta Dialog Publik. 

Partisipasi dan antusias masyarakat dalam menyambut keberadaan aplikasi SIAP – 

LAPOR pun sangat baik. Terbukti dalam Laporan Pejabat Pengelola Informasi 

Dokumen (PPID) tahun 2020 tercatat sebanyak 549 yang meliputi aspirasi 20 

aduan, permintaan laporan 33 aduan dan Pengaduan berkadar pengawasan 436 

aduan. Permohonan informasi tersebut semuanya dikabulkan atau ditindak lanjuti 

http://www.lapor.go.id/
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OPD yang membidangi, sebagaimana data statistik dari aplikasi LAPOR!1708 

sebagai berikut: 

Gambar 1.2. Layanan Permohonan Informasi Melalui LAPOR! 1708 

 

Sumber : Pejabat Pengelola Informasi Dokumen, (2020) 

 Laporan yang masuk pada aplikasi SIAP LAPOR sebanyak 549 aduan, yang 

sudah dikoordinasikan serta didisposisikan kepada OPD terkait untuk 

ditindaklanjuti dengan format serta data laporan yang jelas pada Tahun 2020 

berjumlah 489 laporan dengan laju verifikasi kurang dari 3 hari 83%. Hal ini dapat 

diartikan bahwa tindak lanjut layanan permohonan informasi telah memenuhi 

standar sistem dan ketentuan. Implementasi sistem aplikasi ini dipergunakan untuk 

evaluasi SKPD terhadap kecepatan respon publik.  

 Dari pemaparan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

implementasi Sistem Integrasi Aplikasi Pengaduan – Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat (SIAP - LAPOR) ini karena beberapa alasan, diantaranya 

ialah : 

 Pertama, Dedikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro dalam menyediakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan murah 

serta dapat dijangkau hingga ke pelosok desa dengan memanfaatkan media sosial 
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ataupun teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan kebijakan 

keterbukaan pemerintahan (open government policy). Yang dibuktikan dengan 

adanya peraturan bupati yaitu : 

1. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten 

Bojonegoro. 

2. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 188/037/412.45/2015 tentang Standar Operasional 

Prosedur Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan Integrasi 

Layanan Pemohon Informasi Melalui LAPOR, SMS, Radio Malowopati, 

Twitter Bupati, dan media cetak serta Desk Layanan Informasi Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro  

 Sehingga dari beberapa peraturan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah 

bergerak secara sinergis dalam melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan 

publik dalam bidang pengaduan yang diintegrasikan melalui SIAP – LAPOR 

sebagai wujud (open government policy) dalam ranah informasi dan penggunaan 

aspirasi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam bentuk pengaduan. 

 Kedua, Bahwa masih terjadi kendala dalam penggunaan aplikasi, error pada 

aplikasi, kelompok sasaran yang belum siap akan perubahan budaya digitalisasi, 

hambatan selanjutnya yaitu sosialisasi yang kurang maksimal sehingga banyak 

masyarakat Bojonegoro yang masih belum mengenal serta memahami aplikasi ini 

khususnya pada lansia yang gagap akan teknologi. 
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 Beberapa alasan diatas menjadi dasar maupun alasan peneliti untuk meneliti 

pengimplementasian SIAP – LAPOR sebagai wujud open government policy pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yang mana dalam sudut 

pandang peneliti pelaksanaan proses penyelesaian dan pemerataan pengguna 

aplikasi di Kabupaten Bojonegoro masih belum terlaksana dengan baik. Disamping 

itu peneliti juga tertarik melakukan penelitian pengimplementasian aplikasi SIAP – 

LAPOR ini disebabkan oleh dedikasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang 

memiliki komitmen tinggi dalam mewujudkan kualitas kebijakan keterbukaan 

pemerintahan (open government Policy) dalam bidang informasi dan pengaduan 

masyarakat melalui aplikasi SIAP – LAPOR.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Implementasi Kebijakan Program Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan – 

Layanan Pengaduan Aspirasi dan Pengaduan Online rakyat (SIAP - LAPOR) 

sebagai Wujud Open Government Policy pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bojonegoro sangat penting bagi keterbukaan informasi dan perbaikan 

tata kelola kinerja yang baik di dalam pemerintahan Kabupaten Bojonegoro. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti 

memfokuskan beberapa hal untuk merumuskan pokok masalah. Adapun rumusan 

masalah penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi kebijakan program SIAP – LAPOR sebagai 

wujud open government policy pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bojonegoro? 
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2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan 

program SIAP – LAPOR sebagai wujud open government policy  pada 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data serta 

informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, adapun tujuan 

ialah untuk mendeskripsikan terkait pengimplementasian Kebijakan Program SIAP 

– LAPOR dan dampak Implementasi SIAP LAPOR sebagai Wujud Open 

Government Policy terhadap peningkatan kualitas Pelayanan di Kabupaten 

Bojonegoro. Secara spesifik tujuannya ialah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana 

implementasi kebijakan program SIAP – LAPOR sebagai wujud open 

government Policy pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro. 

2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung 

dan faktor penghambat implementasi program SIAP – LAPOR sebagai 

wujud open government Policy pada Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Bojonegoro. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Salah satu aspek penting dalam penyusunan suatu skripsi ialah menyangkut 

tentang manfaatnya. Suatu skripsi akan bernilai jika penulis mampu memberikan 
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manfaat yang berguna bagi pembacanya. Manfaat yang ada dalam skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan ulasan, masukan, serta 

referensi yang berguna untuk penelitian selanjutnya, sehingga mampu 

menambah wawasan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem 

pemerintahan, khususnya pada perkara inovasi pelayanan publik. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dijadikan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa maupun 

instansi terkait serta dari kalangan masyarakat awam sekalipun yang 

mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui inovasi yang 

diimplementasikan di Kabupaten Bojonegoro sebagai wujud pemerintah 

dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Implementasi kebijakan program SIAP-LAPOR sebagai wujud open 

government policy pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator 

– indikator yang harus dipenuhi dalam menerapkan implementasi kebijakan 

menurut Van Mater dan Van Horn dalam dalam (Subarsono, 2005:95) yaitu 

standar dan sasaran kebijakan atau ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, 

karakteristik, komunikasi antar organisasi terkait, disposisi atau sikap 

pelaksana, dan lingkungan, sosial, ekonomi dan politik. Untuk standar atau 

ukuran dan tujuan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro dalam menjalankan kebijakan program SIAP-LAPOR ini 

dituangkan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2021. 

Sedangkan sumber daya yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan teori Van Mater dan Van 

Horn dalam dalam (Subarsono, 2005:95) meliputi sumber daya manusia yang 

kompeten dan berpengalaman sebanyak 10 orang, sumber daya finansial yang 

bersumber dari APBD, serta sumber daya waktu berupa tindak lanjut aduan 

yang diselesaikan sesuai SOP yaitu maksimal 3 hari selama masa kerja, hal 
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selanjutnya ialah karakteristik, karakteristik Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bojonegoro dalam menjalankan kebijakan ini berupa 

sikap disiplin yang selaras dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 188/037/412.45/2015, indikator 

selanjutnya ialah komunikasi antar organisasi terkait dimana komunikasi 

yang dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro 

dengan OPD terkait dijalin secara intensif untuk menyalurkan informasi serta 

memberikan saran terhadap OPD yang masih belum memahami sistem 

pengelolaan aplikasi SIAP-LAPOR melalui bimbingan teknologi. Disposisi 

atau sikap para pelaksana sudah dijalankan dengan baik serta bertanggung 

jawab melalui tindak lanjut aduan yang bertahap. Yang terakhir ialah 

lingkungan sosial, ekonomi, dan politik hal ini mencakup tentang kondisi 

eksternal kelompok sasaran dimana masyarakat menerima dengan baik akan 

kebijakan pengintegrasian pengaduan melalui aplikasi SIAP-LAPOR ini.  

2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan program SIAP-LAPOR 

sebagai wujud open government policy pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bojonegoro ini meliputi : komitmen instansi dalam 

menindak lanjuti aduan yang masuk selaras dengan Keputusan Kepala Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro Nomor 

188/037/412.45/2015, serta partisipasi masyarakat Bojonegoro dalam 

melakukan aduan melalui aplikasi SIAP-LAPOR yaitu kurang lebih telah 

mencapai 80% aduan masuk. 
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3. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program SIAP-LAPOR 

sebagai wujud open government policy pada Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Bojonegoro ini ialah : error pada aplikasi yang 

didapatkan pada saat aplikasi telah memasuki masa pengupgradean, culture 

change yang susah diterima oleh masyarakat, serta sosialisasi yang kurang 

maksimal. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah 

diuraikan, adapun saran yang diharapkan untuk mampu mengatasi hambatan yang 

dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro  dalam 

mengimplementasikan kebijakan program SIAP-LAPOR sebagai wujud open 

government policy yaitu : 

1. Dalam memberikan suatu pelayanan kepada warga masyarakat Dinas 

Komunikasi dan Informatika perlu memberikan arahan tentang nilai 

– nilai yang dianggap baik seperti penanaman kesadaran masyarakat 

akan hak politik mereka, sehingga mereka merasa mampu untuk 

memperjuangkan hak mereka sendiri.  

2. Perlu dilakukannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia yakni para pembuat kebijakan publik sehingga mereka 

mampu mengatasi berbagai tindakan partisipatif dari masyarakat yang 

seringkali menimbulkan konflik, selain itu meningkatkan kemampuan 

para pembuat kebijakan untuk dapat menentukan alternatif-alternatif 

yang tepat dan memilihnya untuk dijadikan sebuah kebijakan. 
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3. Dalam sosialisasiya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro untuk sekarang perlu lebih mengutamakan golongan 

minoritas, agar pemerataan paham lebih merata, hal ini harus 

diimbangi dengan pemahaman bahwa semua pengaduan yang 

diadukan akan diberi perlindungan dari kebijakan yang merugikan 

mereka.  
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